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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa responden berjumlah

sepuluh orang, mereka adalah pemilik tanah yang sebelum tanahnya
disumbangkan terdiri dari pemilik tanah yang tanahnya belum bersertipikat
dan yang sudah bersertipikat. Responden tersebut terdiri dari dua orang (20%)
pemilik tanah yang tanahnya belum bersertipikat dan delapan orang (80%)

pemilik tanah yang tanahnya sudah bersertipikat.

Pemilik tanah yang sebelum menyumbangkan tanahnya sudah
mempunyai sertipikat sudah memperoleh sertipikat (kepastian hukum)
mengenai data fisik yang sesuai di Kantor Pertanahan dan di lapangan.
Pemilik tanah yang sebelum menyumbangkan tanahnya belum mempunyai
sertipikat belum memperoleh sertipikat (kepastian hukum) mereka.

B. Saran
Kantor pertanahan segera menyelesaikan proses pendaftaran tanah bagi

pemilik tanah yang belum bersertipikat untuk mewujudkan kepastian hukum.
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